
 
 
 

BUPATI TRENGGALEK 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK 

 NOMOR 11 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TRENGGALEK, 
 

Menimbang   :  a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, adanya kebijakan pemerintah pusat yang menyebabkan terjadinya perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan adanya perubahan-perubahan mendahului 
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perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;     

       b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat   :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah– daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang–Undang 

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat  dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5588); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan  Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat 
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Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

5655); 

30. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 
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34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 

Nomor 10 Seri E); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 

2011 tentang Pajak Air Tanah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 11 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 38); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 

Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri C); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 

36); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri C); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri C); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 2); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 

3); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 5); 
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49. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 39); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 48); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 66); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 68); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan 

Penyelenggaraan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 69); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 19); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank 

Perkreditan Rakyat Jwalita (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 72); 
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57. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 76); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2017 Nomor 4); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 80); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK 

DAN 
BUPATI TRENGGALEK 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2017. 

 

Pasal 1 

                              

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.683.026.335.014,00 

bertambah sejumlah Rp. 93.265.373.128,65 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.776.291.708.142,65 dengan rincian 

sebagai berikut:   
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1. Pendapatan Daerah                 

a. Semula    Rp. 1.683.026.335.014,00    

b. Bertambah    Rp.      93.265.373.128,65 

Jumlah setelah Perubahan        Rp.  1.776.291.708.142,65      

2. Belanja Daerah                 

a. Semula    Rp. 1.722.632.736.409,00    

b. Bertambah    Rp.    196.764.261.678,25 

Jumlah setelah Perubahan        Rp.  1.919.396.998.087,25 

Surplus / (Defisit) setelah perubahan           Rp.(143.105.289.994,60) 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan 

1) Semula   Rp.       48.606.401.395,00  

2) Bertambah   Rp.     105.498.888.549,00 

Jumlah setelah Perubahan       Rp.     154.105.289.944,60 

b. Pengeluaran              

1) Semula   Rp.        9.000.000.000,00  

2) Bertambah   Rp.        2.000.000.000,00 

Jumlah setelah Perubahan       Rp.       11.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan         Rp. 143.105.289.944,60  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan        Rp.                          0,00  
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Pasal 2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula   Rp.     175.917.809.821,00  

2) Bertambah   Rp.       69.122.528.221,65 

Jumlah setelah Perubahan       Rp.     254.040.338.042,65 

b. Dana Perimbangan              

1) Semula   Rp.  1.248.205.983.000,00  

2) Berkurang   Rp.     (20.502.566.442,00) 

Jumlah setelah Perubahan       Rp.   1.227.703.416.558,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

1) Semula   Rp.     258.902.542.193,00  

2) Bertambah   Rp.       44.645.411.349,00 

Jumlah setelah Perubahan       Rp.       303.547.953.542,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pajak Daerah 

1) Semula   Rp.       28.427.081.500,00  

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.                              0,00 

Jumlah setelah Perubahan       Rp.        28.427.081.500,00 

b. Retribusi Daerah 

1) Semula   Rp.       19.413.597.321,00  

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.                              0,00 

Jumlah setelah Perubahan       Rp.        19.413.597.321,00 
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

1) Semula   Rp.         4.979.615.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.                              0,00 

Jumlah setelah Perubahan       Rp.          4.979.615.000,00 

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

1) Semula   Rp.     123.097.516.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.       69.122.528.221,65 

Jumlah setelah Perubahan       Rp.       192.220.044.221,65 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 

1) Semula   Rp.       69.370.628.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.         (4.668.222.442,00) 

Jumlah setelah Perubahan       Rp.        64.702.405.558,00 

b. Dana Alokasi Umum 

1) Semula   Rp.      901.379.781.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.       (15.834.344.000,00) 

Jumlah setelah Perubahan       Rp.       885.545.437.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus 

1) Semula   Rp.      227.455.574.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.                              0,00 

Jumlah setelah Perubahan       Rp.       227.455.574.000,00 
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(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:  

a. Pendapatan Hibah             

1) Semula  Rp.             5.000.000.000,00        

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.                                  0,00        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.         5.000.000.000,00  

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya         

1) Semula  Rp.           80.142.740.193,00        

2) Bertambah   Rp.                394.222.349,00        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.       80.536.962.542,00  

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus         

1) Semula   Rp.         169.964.802.000,00        

2) Bertambah   Rp.           11.915.279.000,00        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.     181.880.081.000,00  

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya         

1) Semula   Rp.             3.795.000.000,00        

2) Bertambah   Rp.           32.335.910.000,00        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.       36.130.910.000,00  
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Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:        

a. Belanja Tidak Langsung            

1) Semula  Rp.      1.030.315.686.278,00        

2) Bertambah  Rp.           20.608.296.368,95        

Jumlah setelah Perubahan        Rp. 1.050.923.982.646,95  

b. Belanja Langsung               

1) Semula  Rp.         692.317.050.131,00        

2) Bertambah  Rp.         176.155.965.309,30        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.    868.473.015.440,30  

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:     

a. Belanja Pegawai               

1) Semula   Rp.         759.451.701.900,00        

2) Bertambah  Rp.           19.015.623.761,00        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.    778.467.325.661,00 

b. Belanja Hibah               

1) Semula  Rp.           24.899.200.000,00        

2) Bertambah  Rp.             1.418.510.000,00        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.      26.317.710.000,00  
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c. Belanja Bantuan Sosial              

1) Semula   Rp.             2.780.000.000,00        

2) Bertambah   Rp.                  75.000.000,00        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.        2.855.000.000,00  

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa         

1) Semula   Rp.             6.973.329.600,00        

2) Bertambah   Rp.                318.100.000,00        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.        7.291.429.600,00  

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa       

1) Semula  Rp.         225.992.343.378,00        

2) Bertambah   Rp.             1.752.446.575,00        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.    227.744.789.953,00  

f. Belanja Tidak Terduga              

1) Semula   Rp.           10.219.111.400,00        

2) Berkurang  Rp.            (1.971.383.967,05)       

Jumlah setelah Perubahan        Rp.        8.247.727.432,95  

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:     

a. Belanja Pegawai               

1) Semula   Rp.           91.844.331.630,00        

2) Bertambah  Rp.           19.408.156.622,52        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.    111.252.488.252,52  
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b. Belanja Barang dan Jasa              

1) Semula  Rp.         277.755.359.746,00        

2) Bertambah   Rp.           73.072.570.087,50        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.    350.827.929.833,50  

c. Belanja Modal             

1) Semula  Rp.         322.717.358.755,00        

2) Bertambah   Rp.           83.675.238.599,28        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.    406.392.597.354,28  

                        

Pasal 4 
                          
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:       

a. Penerimaan               

1) Semula  Rp.           48.606.401.395,00        

2) Bertambah   Rp.         105.498.888.549,60        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.    154.105.289.944,60  

b. Pengeluaran               

1) Semula   Rp.             9.000.000.000,00        

2) Bertambah   Rp.             2.000.000.000,00        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.      11.000.000.000,00  
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :      

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)         

1) Semula   Rp.           48.046.160.000,00        

2) Bertambah   Rp.         105.498.888.549,60        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.    153.545.048.549,60  

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman         

1) Semula   Rp.                560.241.395,00        

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.                                  0,00        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.           560.241.395,00  

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:      

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah         

1) Semula   Rp.             4.000.000.000,00        

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.                                  0,00        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.         4.000.000.000,00  

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah         

1) Semula   Rp.             5.000.000.000,00        

2) Bertambah   Rp.             2.000.000.000,00        

Jumlah setelah Perubahan        Rp.         7.000.000.000,00  
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Pasal 5 

                
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;  

2. Lampiran II : a. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

menurut Organisasi; 

b. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV : a. Rekapitulasi Belanja menurut Organisasi, Program, Kegiatan;        

b. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan;   

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;         

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;       

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;       

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;        

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan 

kembali dalam tahun anggaran ini; 
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12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan       

13. LampiranXIII : Daftar Pinjaman Daerah.        

       

Pasal 6 

                
Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. 

                

Pasal 7 

                
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memenuhi kriteria: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;  

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;         

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan         

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan 

darurat. 

                
Pasal 8 

                
Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat 

menggunakan Belanja Tidak Terduga. 
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Pasal 9 
                           

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam 

tahun anggaran berjalan; dan / atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.         

        

Pasal 10 

                
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran ini; 

dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan masyarakat. 

  

Pasal 11 

                
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 12 

                
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.          

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek. 
 

              Ditetapkan di Trenggalek 

                                                                                    pada tanggal 16 Oktober 2017                               
                                                                            BUPATI TRENGGALEK,d 

                TTD                                                                                                   
              EMIL ELESTIANTO 

 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal 16 Oktober 2017                                                                  
     SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK, 
                  TTD 
           ALI MUSTOFA 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 13 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 346-11/2017 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

         ANIK SUWARNI 

Nip . 19650919 199602 2 001 


